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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengetian Pelanggan 
Keberhasilan suatu Peusahaan sangat dipengaruhi oleh pelanggan. Hal ini 
disebabkan oleh kelangsungan peusahaan sangat bergantung pada arus kas masuk 
perusahaan. Perusahaan akan selalu berhubungan dengan pelanggan atau 
konsumen sebagai pemakai jasa perusahaan. 
Pelanggan adalah seseorang yang secara continue dan berulang kali dating 
ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki 
suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa 
tersebut (Lopiyoadi, 2001:143). 
Pelanggan merupakan orang yang membeli produk (jasa) dari perusahaan 
dan merupakan pihak yang sangat penting, karena kepadanyalah perusahaan 
bergantung. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan sebagai wujud 
tanggung jawabnya kepada pelanggan meliputi sebagai berikut: 
a. Memberikan produk (jasa) yang tebaik yang sesuai dengan tuntutan mereka  
b. Memberlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk 
pelayanan yang tingggi dan memperbaiki ketidak pastian mereka 
c. Membuat setiap usaha untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pelanggan, 
demikian juga kualitas lingkungan mereka akan dijaga kelangsungannya dan 
ditingkatkan dengan jasa perusahaan. 
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Dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah peusahaan pada 
akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan dibeikan oleh pelanggan mengenai 
kepuasan yang dirasakan.kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang 
menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk(jasa) yang diterima dan yang 
diharapkan (Kotler, dalam Rambat Lopiyoadi, 2011:192). 
Keinginan konsumen perorangan atau rumah tangga merupakan penyataan 
tentang tingkat kepuasan yang diharapkan dari pemenuhan kebutuhan yang 
dihadapinya atas suatu barang/jasa. Jadi, keinginan lebih tinggi tingkatnya 
daripada kebutuhan. Keinginan selalu dipengaruhi oleh tempat dimana konsumen 
berada, terutama dalam memuaskan kebutuhan. (Sofjan Assauri, 2010:93). 
Banyak manfaat yang diterima oleh peusahaan dengan tercapainya tingkat 
kepuasan pelanggan yang tinggi. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat 
meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, 
mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 
pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya 
jumlah pelanggan, meningkatnya efektifitas iklan dan meningkatnya eputasi 
bisnis (Fornel, dalam Rambat Lopiyoadi, 2011:192). 
bagi pemeintah, konsep kepuasan/ketidakpuasan pelanggan dapat 
membantu mereka dlam mengidentifikasi dan mengisolasi produk dan industry 
yang membutuhkan tindakan pemerintah dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan konsumen. Disamping itu, Badan Pelindungan Nasioanal, 
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pemantauan kepuasan pelanggan dapat menjadi salah satu cara efektif dalam 
mengimplementasikan UU perlindungan konsumen. 
Bagi konsumen, konsep kepuasan pelanggan bermanfaat dalam 
memberikan informasi lebih jelas tentang seberapa puas atau tidak puas 
konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Selain itu, konsumen juga 
diharapkan dapat memahami benar-benar posisinya, terutama dalam hak dan 
kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. 
Tabel 2.1 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Menurut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen 
 
Hak /Kewajiban Konsumen Pelaku Usaha 
Hak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 4 
1. Hak atas kenyamanan, 
keamanan dan 
keselamatan dalam 
mengonsumsi barang 
/jasa. 
2. Hak untuk memilih 
barang/jasa serta 
mendapatkan 
barang/jasa tersebut 
sesuai dengan nilai 
tukar dan kondisi serta 
jaminan yang 
dijanjikan. 
3. Hak atas informasi 
yang benar, jelas dan 
jujur mengenai kondisi 
dan jaminan 
barang/jasa. 
4. Hak untuk didengar 
pendapat dan 
keluhannya atas 
barang/jasa yang 
digunakan. 
Pasal 6 
1. Hak untuk menerima 
pembayaran yang sesuai 
dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan 
nilai tukar barang/jasa 
yang dipedagangkan. 
2. Hak untuk mendapat 
perlindungan hukum dari 
tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik. 
3. Hak untuk melakukan 
pembelaan diri 
sepatutnya didalam 
penyelesaian hukum 
sengketa konsumen. 
4. Hak untuk rehabilitas 
nama baik apabila 
terbukti secara hukum 
bahwa kerugian 
konsumen tidak 
diakibatkan oleh 
barang/jasa yang 
dipedagangkan. 
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Kewajiban  
5. Hak untuk 
mendapatkan advokasi, 
perlindungan dan 
upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
6. Hak untuik 
mendapatkan 
pembinaan dan 
pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk 
diperlakukan atau 
dilayani secara benar 
dan jujur serta 
diskriminatif. 
8. Hak untuk 
mendapatkan 
kompensasi, ganti rugi 
dan/ atau penggantian, 
apabila barang/jasa 
yang diterima tidak 
sesuai dengan pejanjian 
atau tidak sebagaimana 
semestinya. 
9. Hak-hak yang diatur 
dalam ketentuan 
peaturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Pasal 5 
1. Membaca atau 
mengikuti petunjuk 
informasi dan prosedur 
pemakaian atau 
pemanfaatan 
barang/jasa, demi 
keamanan dan 
keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam 
melakukan transaksi 
pembelian barang/jasa. 
3. Membayar sesuai 
5. Hak-hak yang diatur 
dalam ketentuan 
peraturan perundanng-
undangan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 7 
 
1. Beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usaha. 
2. Memberikan informasi 
yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan 
jaminan barang. 
3. Mempelakukan atau 
melayani konsumen secara 
benar dan juju serta tidak 
diskriminatif. 
4. Menjamin mutu 
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dengan nilai tukar yang 
disepakati. 
4. Mengikuti upaya 
penyelesaian hukum 
sengketa pelindungan 
konsumen secara patut. 
barang/jasa yang 
diproduksi atau 
diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan 
standar mutu barang/jasa 
yang berlaku. 
5. Member kesempatan 
kepada konsumen untuk 
menguji, dan mencoba 
barang/jasa tertentu serta 
membei jaminan/garansi 
atas barang yang dibuat 
atau dipedagangkan. 
6. Memberi kompensasi, 
ganti rugi/ penggantian 
atas keugian akibat 
penggunaan, pemakaian 
dan pemanfaatan barang 
/jasa yang dipedagangkan. 
7. Memberi kompensasi, 
ganti rugi/penggatian 
apabila barang/jasa yang 
diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
Sumber: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Perlindungan terhadap konsumen bukan datang hanya dari Pemerintah, 
tetapi juga harus datang dari pihak legislatif sebagai lembaga tertinggi yang 
mempunyai wewenang membuat undang-undang. 
Keinginan konsumen perorangan atau rumah tangga merupakan 
penyataan tentang tingkat kepuasan yang diharapkan dari pemenuhan kebutuhan 
yang dihadapinya atas suatu barang/jasa. Jadi keinginan lebih tinggi tingkatnya 
daripada kebutuhan. Keinginan sesalu dipengaruhi oleh tempat dimana 
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konsumen berada, terutama dalam memuaskan kebutuhan. (Sofjan Assauri, 
2010:93). 
Menurut Lukman dalam Harbani Pasalong (2010:144),  menyatakan 
bahwa kepuasan sebagaimana tingkat persamaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. 
Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercpainya tingkat 
kepuasan pelanggan yang tinggi. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat 
meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, 
mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 
pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatan jumlah 
pelanggan, meningkatnya efektifitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis 
(Fornel, dalam Rambat Lopiyoadi dan A Hamdani, 2011:192). 
Faktor utama penentu kepuasan pelanggana adalah persepsi pelanggan 
terhadap kualitas jasa (Zeithamal dan Bitner dalam Rrambat Lopiyoadi dan A 
Hamdani, 2011:192). 
Apabila ditinjau lebih lanjut, pencapaian kepuasan pelanggan melalui 
kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai 
berikut (Kotler, dalam Rambat Lopiyoadi dan A Hamdani, 2011:192). 
1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen 
dan pelanggan. 
2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan 
visi dalam perbaikan proses pelayanan. Yang termasuk didalamnya adalah 
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memperbaikim cara berfikir, perilaku, kemampuan dan pengetahuan dari 
semua sumber daya manusia yang ada. 
3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. 
Dengan mebentuk tim saran dan kritik, ,misalnya dengan hotline bebas pulsa. 
4. Mengembangkan dan menerapkan Accountable, proactive, dan partnership 
marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi 
pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan 
harapan pelanggan (Accountable).Perusahaan menghubungi pelanggan dari 
waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan pelayanannya. Sedangkan 
partnership marketing adalah pendekatan dimana perusahaan membangun 
kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan 
posisi perusahaan pasar. 
Berdasarkan berbagai pandangan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
kepuasan pelanggan adalah mencakup perbedaan antara harapan dan kenyataan 
atau hasil yang dirasakan, pandangan ini didasarkan pada disconfirmation 
paradigma oleh Oliver dalam Harbani Pasalong, 2010:144. 
 
2.2 Perilaku Konsumen 
Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Mulyadi Nitisusanto (2012:31) 
menyatakan bahwa perilaku konsumen merujuk kepada perilaku yang 
diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 
mengevaluasi dan menghabiskan produk. 
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Kemudian menurut Engel, Blackwell, dan Miniard dalam Mulyadi 
Nitisusastro (2012:32) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang 
langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk 
dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 
itu. 
Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas 
fisik dalam mengevaluasi, memperoleh menggunakan dan menghabiskan 
barang/jasa. Perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, 
membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa (Winardi dalam 
Ujang Suwarman, 2002:25). 
Merujuk pada pendapat Hawkins dkk dalam Dahlan Iskan, (2008:6) 
perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok dan 
organisasi dan proses yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, 
manggunakan dan menghentikan produk, jasa pengalaman atau ide untuk 
memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat. 
Teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa seorang konsumen akan 
melakukan pilihan terbaik dengan cara memaksimumkan kepuasannya (Ujang 
Suwarman, 2002:30). 
Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami “why do costumer 
do what they do”. Jadi dapat disimpulkan perilaku konsumen adalah semua 
kegiatan, tindakan, serta proses psikilogis yang mendorong  tindakan tersebut 
pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan 
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produk dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas dalam kegiatan mengevaluasi. 
(Ujang Suwarman, 2002:26). 
Manfaat lain dari mempelajari perilaku konsumen bagi perusahaan adalah 
memungkinkan perusahaan memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan 
pelanggannya sehingga dapat membantunya untuk memuaskan pelanggan, 
menerapkan konsep pemasaran dan memperluas legitimasi ke masyarakat (shet 
& Mittal dalam Dahlan Iskan, 2008:9). 
Perilaku konsumen sebenarnya merupakan tahapan-tahapan langkah yang 
ditempuh dan dilakukan oleh seseorang/individual atau kelompok orang dalam 
rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Schiffman dan Kanuk 
dalam Mulyadi Nitisusastro(2012,33) tahapan-tahapan langkah meliputi: 
1. Need Recognitin ( Mengenali Kebutuhan) 
2. Pre-Purchase Search (Mencari informasi sebelum membeli) 
3. Evaluation of Alternatives(Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan) 
4. Purchase (Melakukan Pembelian dengan cara) 
5. Post Purchase Evaluation (Melakukan Evaluasi) 
2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen, sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor Budaya 
a. Budaya (Culture) adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan 
perilaku seseorang. Perilaku manusia dipelajari secara luas. Ketika 
tumbuh dalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-nilai 
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dasar, persepsi, keinginan dan perilaku dari keluarga dan instirusi penting 
lainnya. 
b. Sub kebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok ras dan 
daerah geografis. 
c. Kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relative permanen 
dan tersusun rapi yang anggotanya mempunyai nilai-nilai, kepentingan 
dan perilaku yang sama. 
2. Faktor-faktor Sosial 
a. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai 
sasaran individu maupun bersama. 
b. Keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam mengambil keputusan 
membeli. 
c. Peran dan status sangat mempengaruhi seseorang. 
3. Faktor-faktor Pribadi 
a. Umur dan tahap siklus 
b. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 
c. Situasi Ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya. 
d. Gaya hidup sesorang diperlihatkan dalm kegiatan, minat dan pendapat-
pendapatnya. 
e. Kepribadian dan konsep diri seseorang menghasilkan tanggapan-
tanggapan yang relative konsisten dan menetap terhadap lingkungannya. 
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4. Faktor-faktor Psikologis 
a. Motivasi adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk 
membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. 
b. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan 
menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang 
berarti mengenai dunia. 
c. Pembelajaran adalah perubahan pada perilaku individu yang muncul dari 
pengalaman. 
d. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu. 
e. Sikap adalah evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang terhadap 
suatu objek atau gagasan. ( Kotler dan Amstrong, 2001:196-215). 
2.2.2 Faktor penyebab penunggakan Pelanggan  
Menurut Dedi Hariyanto dan Subhan (Jurnal vol 11. No 1 2015, Hal:591-593) 
adalah sebagai berikut: 
1. Proses pembayaran yang rumit dan sistem pembayaran yang kurang baik. 
2. Kualitas pendistribusian listrik dan kualitas KWH meter  PLNyang kurang 
baik. 
3. Kualitas pelayanan gangguan yangkurang baik. 
4. Rendahnya penghasilan pelanggan. 
5. Kesengajaan pelanggan menundapembayaran. 
6. Sikap petugas PLN yang kurangkooperatif. 
7. Biaya denda keterlambatan yangrendah. 
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Sedangkan Menurut Ali Mustofa (Jurnal vol 1. No 1 2012) adalah sebagai 
berikut: 
1. Kewajiban membayar rekening listrik masih menjadi prioritas kebutuhan yang 
ketersampingkan untuk dipenuhi. 
2. Kinerja Payment point. 
3. Kualitas listrik. 
4. Denda belum maksimal. 
 
2.3 Jasa Perusahaan Listrik Negara 
Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasikan secara terpisah tidak 
berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilakan dengan 
menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. (William J. Stanton dalam 
Buchari Alma, 2014:243). 
Sedangkan menurut Valaie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam 
Buchari Alma, 2014:243) Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya 
bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan 
nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) besifat tidak bewujud. 
Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga 
bisnis yang dijalankan tetap memerhatikan hal-hal berikut: 
a. Menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi dan 
mengembangkan pelaksanaannya. 
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b. Mengakui kewajiban sah pemerintah kepada masyarakat dan mendukung 
kebijakan dan pelaksanaan public yang bertujuan untuk mengembangkan 
manusia melalui hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan bagian-
bagian masyarakat. 
c. Bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang ada dimasyarakat yang 
betujuan untuk meningkatkan standar kesehatan serta kesejahteraan ekonomi. 
d. Mengembangkan dan merangsang pembangunan yang bekelanjutan dan 
memainkan pean dalam pemelihara dan meningkatkan lingkungan fisik. 
e. Mendukung perdamaian, kemanan, keanekaragaman dan keutuhan sosial. 
f. Menghomati keutuhan budaya lokal. (Abdul Halim,2007:5) 
Perusahaan listrik Negara dari sudut pandang marketing masih dianggap 
seller’s market, ada unsure monopoli dalam menguasaan pasa. Walaupun 
pemasaannya mungkin tidak perlu segencar marketing of goods lainnya namun 
PLN harus memperhatikan aspek marketing lebih luas amtara lain: 
1. Pencatatan meteran oleh petugas yang yang tidak akurat, dan ini sering kali 
dikeluhkan. 
2. Sistem penagihan juga tidak akurat, ada langganan yang ditagih dua kali 
untuk bulan yang sama. Seandainya kuintansi pertama hilang, tidak ada bukti, 
maka pelanggan harus membayar dobel, ini sulit diterima. 
3. Sistem pembayaran yang antri panjang, banyak membuang waktu. 
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4. Pelanggan selalu terancam dengan pemutusan listrik, bila suatu masalah tidak 
diselesaikan cepat,tidak ada toleransi, ini sangat menganggu kenyamanan 
walaupun cara ini cukup behasil. 
Tapi sebaliknya PLN tidak sanggup membalikkan tunggakan pada dinas 
pemerintahan yang menunggak listrik, sehingga PLN kekurangan dana. Sebagai 
akibatnya akyat banyak menanggung resiko kenaikan tariff listrik, guna menutup 
kekurangan dana untuk menutup biaya operasional PLN (Buchari Alma, 
2014:333). 
Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan 
organisasi harus berkualitas. Kualitas layanan berkaitan dengan kepuasan 
pelanggan, kualitas memiliki beberapa dimensi pokok: 
1. Kinerja (Performance):kineja disini merujuk pada karakter produk inti yang 
meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja 
induvidu. 
2. Fitur (Features): Dapat bebentuk produk produk tambahan dari suatu produk 
inti yang dapat menambah nilai suatu produk. 
3. Reliabilitas, yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau keusakan produk 
dalam periode waktu tertentu. 
4. Konfomasi yaitu tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah 
ditetapkan. 
5. Daya tahan yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk besangkutan 
harus diganti. 
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6. Estetika, merupakan dimensi pengukuran yang paling subyektif. Estetika 
suatu produk dilihat dari bagaimana suatu produk terdengar oleh konsumen, 
bagaimana penampilan luar suatu produk, rasa, maupun bau. 
7. Persepsi terhadap kualitas yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi 
penjual. Konsumen tidak selalu memiloki informasi yang lengkap mengenai 
atribut-atribut produk (jasa). 
 
2.4  Pelayanan 
Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 
sekelompok/ organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 
kebutuhan. 
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung (Monir dalam Harbani Pasalong, 2007:128). Sedangkan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengemukakan bahwa pelayanan 
adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam 
angka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan pima tercermin 
dari: 
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat diakses 
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan 
mudah demengerti. 
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 
efesiensi dan efektifitas. 
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran-peran seta 
masyarakat dengan mempehatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 
dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial. 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yiatu pelayanan yang mempetimbangkan 
aspek keadilan antara pemberi dan peneima pelayanan. (Sinambella dkk 
dalam Harbani Pasalong, 2010:133). 
Pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam member 
pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar 
yang ditentukan (Kasmir dalam Harbani Pasalong, 2010:113). Beberapa 
kelengkapan untuk menjamin kualitas pelayanan pelanggan antara lain: 
1. Standar pelayanan pelanggan berupa standar kualitas. 
2. Costomer Reddress yaitu usaha memberikan kompensasi pada pelanggan 
apabila standar pelayanan tidak tercapai, biasanya dalam bentuk uang. 
3. Quality Guaranties, yaitu komitmen organisasi untuk mengembalikan uang 
pelanggan atau memberikan pelayanan baru secara bebas apabila pelanggan 
tidak measa puas dengan pelayanan. 
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4. Quality Inspector, yaitu suatu tim yang terdiri dari para professional maupun 
tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan dan memberikan rating 
terhadap kualitasnya. 
5. Costomer Complain System, yaitu memeriksa dan menganalisis keluhan 
pelanggan, membeikan respon yang sesuai dengan menciptakan metode 
diaman organisasi dapat belaja dari keluhan tersebut untuk meningkatkan 
pelayanan. 
6. Ombudsman yaitu membantu pelanggan memecahkan peselisihan meeka 
dengan penyedia jasa serta mendapatkan pelayanan atau informasi yang 
diperlukan apabila mereka tidak puas dengan respon organisasi terhadap 
keluhan-keluhan mereka. (Pesiden Clinton dalam Harbani Pasalong, 
2010:140). 
Fandi Tjiptono dkk (2008:68) mengemukakan dimensi kualitas yang 
paling serius dijadilkan acuan adalah: 
1. Reliabilitas, yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 
segera, akurat dan memuaskan. 
2. Responsivitas, yaitu keinginan dan kesedian para karyawan untuk membantu 
paa pelanggan dan meberikan layanan dengan tanggap. 
3. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan 
sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan;bebas dari bahaya 
fisik, resiko atau keragu-raguan. 
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4. Empati, meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi yang 
efektif, pehatian personal dan pemahaman atas kebutuhan individual dari 
pelanggan. 
5. Bukti fisik (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan 
sarana komunikasi penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
peusahaan. 
 
2.5 Pengertian Tunggakan 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000) pengertian tunggakan adalah 
angsuran yang seharusnya sudah dibayar (pajak yang belum dibayar atau dilunasi 
setelah tanggal pengenaan denda). 
Piutang merupakan tuntutan perusahaan kepada pihak lain, baik individu 
maupun kelompok, atas barang atau jasa yang diharapkan diselesaikan melalui 
penerimaan perusahaan. Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan 
oleh suatu perusahaan dimana penerimaan pembayarannya tidak dilakukan 
secara tunai, namun bersifat bertahap. (Irham Fahmi, 2014:155). Sedangkan 
menurut Mulyadi (2000:469) piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas 
uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau 
dalam satu siklus kegiatan perusahaan. 
Piutang adalah sejumlah uang hutang dari konsumen pada perusahaan 
yang membeli barang atau jasa kepada peusahaan (Moh Benny Alexandri, 
2008:117). Kemudian menurut Kieso dkk dalam Abdul Halim (2008:117) 
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piutang adalah klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak 
lainnya. 
Adapun salah satu faktor penyebab tingginya jumlah piutang adalah 
kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Dimana jika penagihan piutang 
dilakukan secara aktif maka akan dapat mempercepat pemasukan piutang 
sehingga dapat memperkecil jumlah sisa piutang. Sebaliknya apabila penagihan 
jumlah piutang dilakukan secara tidak aktif maka akan memperlambat 
pemasukan piutang sehingga jumlah sisa piutang akan semakin menumpuk. 
Dalam proses pembayaran rekening, pihak peusahaan juga memberikan 
pengguhan waktu pembayaran, yakni sampai dengan tanggal 20 bulang 
pembayaran. Agar dengan rentang waktu yang lama tersebut, maka diharapkan 
pelanggan dapat membayar kewajiban kepada PT.PLN (PERSERO). 
 
2.6 Pengertian Sanksi 
Dalam usaha menekan jumlah penunggak yang sekaligus akan menekan 
jumlah piutang, PT.PLN (PERSERO) menetapkan beberapa sanksi kepada 
pelanggan yang melakukan penunggakan mendapatkan sanksi dari pihak PLN. 
Sanksi adalah akibat atau hukuman yang dikaitkan pada ketaatan, pada 
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, baik hati kaidah 
sosial maupun kaidah hukum (Mochtar dan Arief, 2000:27). 
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (PERSERO) Nomor 
1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik( P2TL), 
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pelanggan PLN yang melakukan pelanggaran dalam rangka Penertiban 
Pemakaian Tenaga Listrik dikenakan sanksi berupa: 
a. Pemutusan Sementara 
b. Pembongkaran Rampung 
c. Pembayaran Tagihan Susulan 
d. Pembayaran Biaya P2TL lainnya 
Tekait dengan Pemutusan Sementara dikenakan kepada pelanggan 
apabila: 
a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi 
pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan P2TL; 
b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran 
dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN samapi habis masa peringatan. 
c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur 
waktu sehingga menghambat proses  penyelesaian P2TL;atau 
d. Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan san Biaya P2TL lainnya sesuai 
jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan  pada SPH. 
Dalam menjalankan operasionalnya pihak PLN membuat peraturan-
peraturan yang harus ditaati oleh pelanggan dalam pembayaran rekening listrik, 
yang mana apabila pelanggaran tersebut tidak memenuhi peraturan akan 
dikenakan sanksi. 
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Adapun sanksi yang diberikan perusahaan tidak bersifat sepihak saja, 
namun hal ini sudah disepakati oleh pelanggan ketika melakukan pemohonan 
penyambungan listrik. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triva Dewike  yang 
membahas tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan 
pembayaran rekening listrik pada PT. PLN (Persero) cabang Pekanbaru 
rayon panam tahun 2008”. Menjelaskan bahwa penunggakan terjadi 
diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi 
kewajibanterhadap pembayaran rekening listrik atau faktor perilaku konsumen 
yang kurang seimbang, rendahnya tingkat pelayanan kepada pelanggan, serta 
sanksi yang kurang tegas dari pihak perusahaan. Variabel tersebut saling 
mempengaruhi terhadap tunggakan pelanggan. 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ali Mustofa yang membahas 
“Perilaku Konsumen terkait tunggakan rekening listrik golongan rumah 
tangga pada PT. PLN (Persero)”. Menjelaskan bahwa penunggakan terjadi 
diakibatkan oleh pendapatan masyarakat, payment point( lokasi pembayaran 
listrik), kualitas listrik yang disediakan oleh PLN itu sendiri, dan denda yang 
kurang tegas dari pihak PLN. Variabel tersebut mempengaruhi penunggakan yang 
dilakukan oleh pelanggan. 
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Dan penelitian yang dilakukan oleh Malia Henni yang membahas “Faktor 
Penyebab penunggakan pelanggan pada PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru 
Rayon Pasir Pengaraian”. Menjelaskan bahwa penunggakan terjadi diakibatkan 
oleh minat atau keputusan pelanggan dalam membayar rekening listrik, pelayanan 
belum maksimal, perilaku petugas pemutusan/penyambungan, dan faktor 
ekonomi. Variabel tersebut mempengaruhi penunggakan yang dilakukan oleh 
pelanggan. 
Dengan berlandasan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya maka 
penulis ingin melakukan penelitian kembali tentang “Analisis Faktor Penyebab 
Penunggakan Pelanggan Pada PT.PLN (Persero) Area Duri”. 
 
2.8 Konsep Islam 
Menurut perspektif agama islam dalamal-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 
bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik: 
                                
                     
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 
danpelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik.Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapayang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 
orangorangyang mendapat petunjuk. (an-Nahl ayat 125). 
 
Allah menyuruh Rasullullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan 
hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan 
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antarayang hak dengan yang bathil. Firman Allah: “dan bantahlah mereka dengan 
carayang baik,” berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan 
yangsopan. 
Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog 
dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga 
berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting 
dalampelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai 
implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok 
aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk 
mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu pada 
prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada actor 
politik pada khususnya. 
Jika kita telaah, keputusan PT. PLN (Persero) untuk memberlakukan 
sanksi didasari dengan tinjauan islami, dapat diketahui bahwasanya didalam Al-
Qur’an menjelaskan tentang adanya ayat yang menjelaskan pemberlakuan sanksi, 
yaitu Surat Al-Maidah ayat 95 sebagai berikut: 
                                 
                              
                       
                  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang 
buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa diantara kamu 
membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti 
dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhn ya, 
menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-yad 
yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat 
dengan meberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang 
dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia merasakan akibat 
buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan yang telah lalu. Dan 
barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan 
menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan 
untuk)menyiksa. 
 
Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat islam. 
Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang 
sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan diianjurkan, karena didalamnya 
terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya 
hutang piutang ialah sebagai berikut: 
                             
           
 
Artinya:  Yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan 
memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan 
kepada-Nya-lah kamu dike,balikan.” (QS. Al-Baqarah:245) 
 
2.9 Defenisi Konsep 
Pelanggan adalah seseorang yang secara continue dan berulang kali dating 
ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki 
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suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa 
tersebut (Lopiyoadi, 2001:143). 
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung (Monir dalam Harbani Pasalong, 2007:128). 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000) pengertian tunggakan adalah 
angsuran yang seharusnya sudah dibayar (pajak yang belum dibayar atau dilunasi 
setelah tanggal pengenaan denda). 
Sanksi adalah akibat atau hukuman yang dikaitkan pada ketaatan, pada 
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, baik hati kaidah 
sosial maupun kaidah hukum (Mochtar dan Arief, 2000:27). 
2.10 Konsep Operasional 
Usaha yang dilakukan PT.PLN sangat terkendala dikarenakan 
tunggakan pelanggan. Tunggakan tersebut menyebabkan kerugian kepada 
PT.PLN (Persero) Area Duri karena harus menutup semetara biaya 
operasionalnya. Sedangkan pelanggan lain yang tidak menunggak merasa 
dirugikan dengan adanya pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT. PLN 
tersebut. 
Penelitian ini mengacu pada data olahan yang dijadikan sebagai acuan 
dalam indikator penelitian mengenai faktor penyebab penunggakan pelanggan. 
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Tabel 2.2 indikator Penelitian  
Variabel  Indikator Sub Indikator 
Skala 
pengukuran 
Faktor 
Penyebab 
Penunggakan 
Pelanggan 
1. Proses 
pembayaran dan 
sistem 
pembayaran. 
2. Kualitas 
pendistribusian 
listrik dan 
kualitas KWH 
meter  PLN. 
3. Kualitas 
pelayanan 
gangguan. 
4. Ekonomi 
Pelanggan. 
5. Kesengajaan 
pelanggan 
menundapembaya
ran. 
6. Sikap petugas 
PLN. 
7. Sanksi  
 
a. Sistem pembayaran online 
b. Lokasi pembayaran yang 
tidak terjangkau 
a. Kualitas barang yang 
diberikan 
b. Tagihan listrik yang tidak 
sesuai dengan pemakaian 
a. Pelayanan yang 
ditanggapi oleh petugas  
b. Kurangnya kualitas kerja 
yang diberikan petugas 
a. Rendahnya penghasilan 
pelanggan 
b. Tingkat pengangguran 
yang tinggi 
a. Budaya pelanggan 
b. Kesadaran  pelanggan  
a. Sikap petugas dalam 
melayani pelanggan 
b. Kenyamanan pelanggan 
a. Pemutusan sementara 
b. Pembongkaran  
 
 
 
 
 
 
Skala Likert 
Sumber : Dedi Hariyanto dan Subhan (Jurnal:20l4:591-593) 
Berdasarkan tabel diatas, penulis merumuskan setiap indikator menjadi 
pertanyaan untuk disebarkan kepada responden guna mendapatkan data yang 
merupakan tujuan akhir penelitian. 
 
2.11 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan landasan pemikiran seseorang yang 
bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar faktor maupun 
variabel dengan berpijak pada landasan teori. Dari uaraian tentang landasa teori 
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tersebut dapat diambil garis besar tentang kerangka pemikiran yang dugunakan 
dalam penelitian ini 
Gambaran 2.1 Kerangka Pemikiran  
 
 
 
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENUNGGAKAN 
PELANGGAN PADA PT. PLN (Persero) Area Duri  
 
Adanya tunggakan listrik menyebabkan: 
1. Jumlah uang yang dikeluarkan PT.PLN(Persero) untuk 
menutup sementara baiaya operasionalnya semakin besar. 
2. Pelanggan yang tidak menunggak merasa dirugikan. 
3. Negara semakin merugi 
 
 
 Faktor Penyebab Penunggakan Pelanggan: 
 
1. Proses dan sistem pembayaran 
2. Kualitas pendistribusian listrik dan KWH meter PLN 
3. Kualitas pelayanan gangguan 
4. Ekonomi pelanggan 
5. Kesengajaan pelanggan menunda pembayaran 
6. Sikap petugas PLN 
7. sanksi 
 
 
Terlaksananya Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) 
Area Duri dalam mengatasi penunggakan pelanggan 
PT.PLN (Persero) Area Duri 
